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ABSTRACT

The Convention on the Rights of the Child (CRC) is an international agreement for
every country that ratifies it to ensure the fulfillment of children's rights and special
protection in their country. Indonesia has ratified the CRC through Presidential Decree No.
36 of 1990. Through this ratification, Indonesia has an obligation to fulfill every fulfillment
of children's rights in Indonesia and provide protection for children who need special
protection. This research is a descriptive qualitative research that discusses how to evaluate
Indonesia in implementing the CRC through government programs. This study uses a
literature study technique by collecting data sourced from secondary data. The results of
This study would describe the various efforts made by the government of Palembang and in
realizing child-friendly city (KLA), the supporting and obstacle factors surrounding the KLA
embodiment. By using qualitative descriptive method, the study found some important points
about the efforts of local governments on realizing the KLA. In Palembang itself there are
several child-friendly community health centers (posyandu). The Integrated Healthcare
Center equipped with a private lounge complete with a children’s playground. In addition,
services for children such as nutrition garden, corner of breast milk, pediatrician, child

counseling services and a child abuse victim services.

Keywords: child-friendly city, Convention On the Right Of the Child, The Rights of The
Child
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INTISARI

Konvensi Hak Anak (KHA) adalah perjanjian internasional bagi setiap negara yang
meratifikasinya untuk memastikan terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus di
negaranya. Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990.
Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap
pemenuhan hak anak di Indonesia dan memberikan perlindungan bagi anak yang
memerlukan perlindungan khusus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif
yang menggambarkan bagaimana pencapaian Indonesia dalam mengimplementasikan KHA
melalui program-program pemerintah. Penelitian ini menggunakan teknik studi literatur
sebagai pengumpulan data yang bersumber dari data sekunder. Hasil dari Penelitian ini akan
menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Palembang dalam
mewujudkan KLA, berikut faktor pendukung dan penghambat yang melingkupi perwujudan
KLA. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, penelitian ini menemukan
beberapa poin penting tentang upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA. Di Kota
Palembang sendirinya terdapat puskesmas ramah anak, dilengkapi dengan ruang tunggu
khusus anak lengkap dengan alat bermain, taman gizi, pojok ASI, dokter spesialis anak,

layanan konseling anak, dan tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak

Kata Kunci : Kota Layak Anak, Konvensi Hak Anak, Hak Anak
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup mereka hak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, serta berhak atas Pendidikan yang layak. maka dari itu anak
bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan
sebuah bangsa dan negara, didasarkan anak merupakan harapan masa depan bagi negara itu
sendiri. Upaya pemenuhan hak anak disusun dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa
tentang Convention On the Rights Of the Child (CRC) (Jogloabang, 2019). Konvensi Hak
Anak lahir atas dasar pergerakan para aktivis perempuan yang mendesak gagasan terkait hak
anak, setelah berakhirnya Perang Dunia | dimana yang banyak menjadi korban adalah
perempuan dan anak. Saat itu, Liga Bangsa-Bangsa (LBB) tergerak melihat besarnya jumlah
anak yang menjadi korban perang, mereka menjadi yatim piatu dan membutuhkan perhatian

khusus. (sudarti, 2015)

Eglantyne Jebb (pendiri Save the Children) Pada tahun 1923 membuat rancangan
deklarasi hak anak (Declaration of The Rights of The Child) dimana setahun kemudian
deklarasi ini di adopsi oleh Liga Bangsa — Bangsa dan lembaga Save the Children Fund
International Union mengadopsi deklarasi tersebut. Kemudian, pada tahun 1924, diadopsi
pula oleh LBB yang selanjutnya disebut dengan Deklarasi Jenewa. (Save The Children) dan
Pada tahun 1948 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal mengenai Hak Azazi
Manusia (Universal Declaration of Human Rights) tepat setelah berakhirnya perang dunia
Il dan menjadikan Peristiwa tersebut sebagai peringatan Hari Hak Asasi Manusia dan

diperingati setiap tahunnya pada tanggal yang sama.



Tahun 1959 Sidang Umum PBB mensahkan deklarasi internasional kedua tentang
hak anak (Deklarasi Hak Anak-Anak) dengan maksud agar anak-anak dapat menjalani masa
kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak kebebasan baik kepentingan mereka
sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Dalam deklarasi ini juga berisi tentang
himbauan kepada orang tua, organisasi, sukarela, penguasa setempat, dan pemerintah pusat
untuk mengakui hak-hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara
bertahap baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya. (Supriyadi W. Eddyono,

2007)

Pada tahun 1979 tepatnya pada Tahun Anak Internasional, PBB membentuk
kelompok kerja untuk membuat rumusan konvensi Hak — Hak Anak, 10 tahun setelah itu
Konvensi Hak-hak Anak diadopsi oleh PBB pada tanggal 20 November mengingat hak-hak
anak sendiri merupakan instrumen Hak Azazi Manusia yang berawal dari sebuah
kesepakatan guna menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak yang disahkan pada tahun
1989 yang telah diratifikasi oleh 193 negara dan mulai berlaku sebagai hukum internasional
pada 2 September 1990. (Nurusshobah, 2019) Konvensi Hak Anak (KHA) adalah perjanjian
internasional bagi setiap negara yang meratifikasinya untuk memastikan terpenuhinya hak
anak dan perlindungan khusus di negaranya. Indonesia telah meratifikasi KHA melalui
Keppres Nomor 36 Tahun 1990 (kemenpppa, 2020);-yang telah ditandatangani di New York,
Amerika serikat pada tanggal 26 Januari yang berisi tentang beberapa prinsip dasar anak
yakni prinsip non diskriminasi, dan terbagi menjadi prinsip atas hak hidup, keberlangsungan
hidup, perkembangan hidup, serta prinsip atas penghargaan atas hak anak (Kemnaker, 1990)
Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap
pemenuhan hak anak di Indonesia dan memberikan perlindungan bagi anak yang
memerlukan perlindungan khusus (Nurusshobah, 2019). Indonesia juga terikat untuk

menjalankannya sesuai dengan hukum internasional dan diawasi oleh Komite Hak Anak —
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PBB, yang anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak
(KHA) sendiri adalah perjanjian atau dalam artian lainnya traktat / treaty / pakta sehingga
suatu negara membentuk perjanjian antar negara, para penguasa pemerintahan, dan
sebagainya. Perjanjian yang dimaksud sifatnya mengikat secara yuridis dan politis, oleh
karena itu konvensi merupakan suatu hukum internasional atau bisa juga disebut sebagai

instrumen internasional. (Nurusshobah, 2019).

Indonesia dalam menerapkan kebijakan Konvensi hak anak membentuk UU No. 23
tahun 2002 tentang perlindungan anak, dari turunan UU tersebut dibentuklah Peraturan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak No. 11 tahun 2011 tentang
kebijakan Kota Layak Anak (Kemenpppa, Kebijkan pengembangan kota layak anak no 11
tahun 2011, 2011). Adapun indikator pembentukan KLA yang termuat dalam Peraturan
Kemenpppa No. 12 tahun 2011 terdapat 6 sub komponen yakni; 1. Penguatan kelembagaan;
2. Hak sipil dan kebebasan; 3. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 4. Kesehatan
dasar dan kesejahteraan; 5. Pendidikan, waktu luang, dan budaya; 6. Perlindungan khusus.
(Kemenpppa, Peraturan no 11 tahun 2011 tentang indikator kota layak anak, 2011). Gagasan
awal pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pertama kali dikenalkan pada
Konferensi Habitat Il atau City Summit di Istanbul, Turki, 1996. Pada konferensi tersebut
UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan “Child Friendly City Initiative”. Inisiatif Kota
Ramah Anak ini terinspirasi dari temuan Kevin Lynch (arsitek dari Massachusetts Institute
of Technology) yang melakukan penelitian mengenai “Children’s Perception of the
Environment” di 4 kota — Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City — tahun 1971-1975.
Penelitian tersebut ditinjau kembali dan dilakukan penelitian ulang oleh Dr. Louise Chawla
dari the Children and Environment Program of the Norwegian Centre for Child Research -
Trondheim, Norwegia tahun 1994-1995. (Patilima, Kabupaten kota layak anak, 2017)

Indonesia membentuk Undang-Undang No. 35, tahun 2014 dalam pengembangan dan



mewujudkan Kota layak anak. selain itu dengan diperkuat UU tersebut guna menekan
Pemerintah Daerah untuk berkewajiban serta bertanggung jawab melaksanakan dan
mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan anak di daerah dengan
diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/ kota layak anak. Tertulis di Pasal
22 — Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan
sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan

Perlindungan Anak. (Yustisia, 2016)

Pada 2006, tedapat lima Kota yang ditunjuk oleh Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan RI sebagai pilot proyek pengembangan model KLA di Indonesia,kota tersbut
yakni Kota Surakarta, Kabupaten Gorontalo, Kota Jambi, Kabupaten Sidoharjo, dan
Kabupaten Kutai Kartanegara). Berdasarkan SK Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
RI No SK-49/MEN. Peraturan Pemerintah/IV/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan
Kabupaten/Kota Pengembangan Model Kota Layak Anak, disebutkan bahwa wilayah kerja
pengembangan model KLA sudah berkembang menjadi 15 Kabupaten/Kota (Kemenpppa,
2009). Dalam tataran yang paling awal, Kemenpppa menyusun grand design yang akan jadi
patokan untuk pengembangan selanjutnya. Tahap berikutnya 2008-2015 adalah
pengembangan kelurahan hingga kecamatan layak anak. Adapun indicator terwujudnya
KLA meliputi: Menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata, dan
berkualitas, pemenuhan gizi seimbang, pencegahan penyakit menular termasuk
pengembangan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat; Menyediakan pelayanan
pendidikan yang merata, bermutu dan demokratis bagi semua anak sejak usia dini;
Membangun sistem pelayanan sosial dasar dan hukum yang responsif terhadap kebutuhan
anak agar dapat melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; Membangun lingkungan
yang kondusif untuk menghargai pendapat anak dan memberi kesempatan untuk

berpartisipasi sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan anak. (Hamudy, 2015)



Salah satu Kota yang menerapkan KLA adalah kota Palembang dengan dasar hukum
pembentukan peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 24 tahun 2014 tentang perlindungan
dan pemenuhan hak anak, dan berdasarkan SK Gubernur No. 106/KPTS/BPPPA/ tahun 2016
tentang pembentukan gugus tugas pengembangan KLA, Pada tahun 2019 Kementeriaan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyelenggarakan malam
penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2019 di Kota Makasar pada 23 juli 2019
bertepatan pada Hari Anak Nasional, kota Palembang menerima penghargaan sebagai Kota
Layak Anak (KLA) dari Menteri Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak Republik
Indonesia yahana Yembise dan Komisi Perlindunagan Anak Indonesia KPAI (Wulandari D.
, 2019),-penghargaan diterima oleh Walikota Palembang Harnojoyo didasarkan kebijakan,
program, dan kegiatan kota Palembang yang memenuhi hak anak dan perlindungan khusus
anak dalam bentuk kabupaten /kota layak anak, berdasarkan peraturan menteri
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Anak No. 11 Tahun 2011 tentang
kebijakan pengembangan Kota / Kabupaten Layak (Kemenpppa, Kebijkan pengembangan
kota layak anak no 11 tahun 2011, 2011). Maka dibentuk peraturan Walikota Palembang No.
33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan rencana aksi daerah pengembangan kota layak

anak ((Perwali), 2019).

Sehingga, peneliti mendapatkan point bahwa Kota Palembang sendiri mampu
membentuk Kota Layak Anak, dibuktikan dengan terpilihnya Palembang sebagai Kota
Layak Anak, dan Kota Palembang sendirinya tidak menjadi percontohan atau pilot proyek
KLA yang ditunjuk Menteri namun kota Palembang bisa menang menjadi kota paling layak
anak. Maka pada penelitian ini, peneliti akan melihat strategi pemerintah kota Palembang
dalam pengimplementasian Convention On the Right Of the Chil dalam upaya pencapaian

kota layak anak di Indonesia. Pemerintah kota Palembang juga meratifikasi Peraturan



Menteri No.11 tahun 2011 tentang kebijakan kota layak anak untuk di implementasikan di

kota Palembang

1.2 Rumusan Masalah.

Indonesia sendiri sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak maka
Indonesia terikat dalam hukum internasional dan perjanjian traktrat, maka Indonesia
berkomitmen untuk memberikan perlindungan serta menciptakan pemenuhan hak anak.
Kota Palembang merupakan sebuah kota yang sebenarnya bukan prioritas pemerintah pusat
dalam pengimplementasian program layak anak, akan tetapi pada tahun 2019 Kota
Palembang berhasil menjadi kota paling layak anak di Indonesia. Berangkat dari asumsi

tersebut, peneliti merumuskan sebuah rumusan masalah sebagai berikut.

“Bagaimana strategi kebijkan pemerintah kota Palembang dalam
mengimplementasikan Convenstion On the Right Of the Child dalam terbentuknya kota

layak anak?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti mendapatkan poin dan berasumsi

bahwa tujuan penelitian ini sebagai berikut

Untuk mengetahui bagaimana upaya dan strategi pemerintah kota Palembang dalam
mengimplementasian rezim internasional Convention on the Right of the child (CRC) terkait

tercapainya program kerja kota Palembang sebagai Child-Friendly Cities.



1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan secara
factual bagi para pembaca mengenai bagaimana mengimplementasikan Convention on the
Right of the Child dalam terbentuknya program kerja kota Palembang sebagai Child-
Friendly Cities. Penelitian ini juga diharapkan juga dapat menjadi refrensi dan sumber

informasi data bagi penelitian selanjutnya

1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi gambaran bagi pemerintah daerah lainnya
terkhusus daerah sumatera selatan yang belum mendapatkan program kota layak anak, serta
dapat melihat bagaimana kepatuhan pemerintah kota Palembang dalam Convention on the

Right of the Child terhadap perlindungan serta hak anak dapat terpenuhi.
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